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INTI SARI 

 

 Kesetaraan hak masyarakat LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) hingga 

saat ini masih menjadi permasalahan di berbagai belahan dunia. Adanya ketidaksetaraan 

berbentuk diskriminasi dan tidak adanya pemenuhan hak mereka yang seharusnya 

diberikan oleh negara, masih merajalela terutama di Polandia yang merupakan negara 

konservatif yang menolak LGBT. Polandia merupakan salah satu negara yang tingkat 

kesetaraan atau hak masyarakat LGBT-nya dianggap terparah dikawasan Uni Eropa (ILGA-

Europe, 2020). Adanya peningkatan diskriminasi LGBT dan hak mereka oleh Polandia di 

tahun 2017-2021, membuat Uni Eropa yang turut memperhatikan permasalahan hak LGBT 

di negara anggotanya, melakukan upaya dalam mendorong kesetaraan hak LGBT dan 

menghentikan diskriminasi. Penelitian ini menjelaskan bagaimana diskriminasi yang 

dialami masyarakat LGBT dan upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam mendorong 

kesetaraan hak LGBT di Polandia  menggunakan dua pendekatan yaitu Hak Asasi Manusia 

untuk melihat bagaimana diskriminasi LGBT di Polandia berdasarkan tiga kewajiban 

negara (Penghormatan HAM, Perlindungan HAM, dan Pemenuhan HAM) serta 

Liberalisme Institusional: Organisasi Internasional untuk melihat bagaimana upaya Uni 

Eropa berdasarkan tiga peran organisasi internasional (Sentralistik, Independen, .dan 

Enforcer) dalam jangka waktu penelitian dari tahun 2017-2021. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa Polandia melakukan pelanggaran terhadap HAM LGBT di negaranya 

dengan tidak mematuhi ketiga kewajiban negara yaitu Polandia tidak menghargai, tidak 

memberikan perlindungan dan tidak memenuhi HAM LGBT.Uni Eropa melakukan 

upayanya dalam mendorong kesetaran hak LGBT di Polandia berdasarkan ketiga peran 

organisasi internasional, sentralistik dengan membuat kebijakan hak dan diskriminasi 

masyarakat LGBT di Polandia, independen dengan menjadi mediator antara Polandia dan 

masyarakat LGBT disana serta enforcer dengan melakukan pemantauan implementasi 

kebijakan LGBT di Polandia.  

 

Kata Kunci: LGBT, Polandia, Kesetaraan hak LGBT, Uni Eropa, Diskriminasi, Hak 

asasi manusia, Organisasi internasional 
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ABSTRACT 

 

The human rights of LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) community remains a 

problem in many parts of the world. There are inequality with the form of discrimination 

and also the lack of fulfillment of their rights that should have been fulfilled from the state 

that still rampant especially in Poland.  Poland is one of the European countries that level 

of equality or rights of the LGBT community are considered the worst in the European 

Union region (ILGA-Europe, 2020). The increase in discrimination against LGBT people 

and their rights by Poland in 2017-2021, made the European Union, which also pays 

attention to issues of LGBT rights in its member countries, to make efforts to promote 

equality of LGBT community rights and stop the discrimination in Poland.This study aims 

to explain how the discrimination against LGBT community in Poland and the efforts that 

European Union do to promote the equality of LGBT Community and their rights in 

Poland using two theories, Human Rights Theory to see how the discrimination of LGBT 

community in Poland based on three obligations by the state (The Respect for human 

rights, The Protection of human rights, and the fulfillment of human rights) and also 

Institutional Liberalism: International Organization to see how the efforts of the European 

Union based on the three roles of international organizations (centralized, independent, and 

enforcer) in the research period from 2017-2021.The result of this study shows that Poland 

violated the human rights of the LGBT community in it’s country because it does not 

comply with the obligations, like Poland does not respect, does not provide any protection 

and there is still no fulfillment of the rights of the LGBT community. The European Union 

has made efforts to promote equality of LGBT rights in Poland based on the three roles of 

international organizations, centralized, making policies regarding rights and 

discrimination of the LGBT community in Poland. Independent, being a mediator between 

the Polish government and the LGBT community. Enforcers, monitoring the 

implementation in Poland regarding LGBT.  

 

Key Words: LGBT, Poland, Equality Rights of LGBT, European Union, 

Discrimination, Human Rights, International Organization. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Benua Eropa merupakan benua dengan negara terbanyak yang mengakui 

keberadaan masyarakat LGBT di dunia terutama di Eropa Barat. Dimana sudah 

lebih dari 40 negara Eropa yang melegalkan LGBT di masing- masing 

negaranya. Namun, walaupun negara-negara tersebut mengakui keberadaan 

masyarakat LGBT, tidak semua negara-negara Eropa ini menyetujui hak-hak 

yang harusnya dimiliki oleh masyarakat LGBT. Polandia merupakan salah satu 

negara yang tingkat kesetaraan atau hak masyarakat LGBT-nya dianggap 

terparah(ILGA-Europe, 2020). Hal ini dapat dilihat dari ranking yang dilakukan 

ILGA-Europe yang merupakan asosiasi internasional untuk LGBT bagian 

Eropa. Dimana pada ranking ini, Polandia menjadi negara dengan peringkat 

terakhir (15,84%) untuk kesetaraan Hak LGBT dilihat dari kesetaraan, ujaran 

kebencian, dan kebebasan berekspresi. Walaupun Polandia sudah mengakui 

aktivitas sesama jenis sejak 11 juli 1932 dengan menandatangani deklarasi 

PBB, Polandia masih menolak keberadaan  masyarakat LGBT di mayoritas 

wilayah negaranya dan masih melakukan berbagai diskriminasi terhadap hak 

LGBT. 

 Polandia merupakan negara yang dimana 94% populasi negaranya 

merupakan masyarakat religius yang juga merupakan anggota dari Gereja 

Katolik Roma (PEW, 2012). Melihat dari mayoritas masyarakat yang religius, 

sangat memungkinkan bahwa Polandia sendiri merupakan negara yang 

diskriminatif terhadap masyarakat LGBT. Adanya diskriminasi seperti, 
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masyarakat LGBTtidak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dari 

masyarakat sekitar, pasangan sesama jenis tidak diperbolehkan untuk 

mengadopsi anak dan pengakuan secara legal, tidak adanya perlakuan dan 

pengakuan yang sama dengan masyarakat heteroseksual sertamasyarakat LGBT 

juga tidak memiliki undang – undang perlindungan dari diskriminasi 

masyarakat. Dimana pada KUHP Polandia, tidak terdapat penjelasan mengenai 

hukuman atas kejahatan kebencian serta ujaran kebencian berdasarkanorientasi 

seksual. Hal ini menunjukan tidak ada perlindungan yang mengatur terhadap 

diskriminasi masyarakat LGBT(Ojewska, 2020). Berbagai macam penolakan, 

dilakukan oleh Polandia terhadap hak masyarakat LGBT-nya. Seperti mantan 

presiden Polandia, Lech Walesa dengan terang-terangan menunjukan 

kebenciannya terhadap masyarakat LGBT, dimana dalam acara TV Nasional 

“The Facts after The Facts” pada tahun 2013 dengan mengeluarkan pernyataan 

yang sangat anti terhadap LGBT, “They are the minority (masyarakat LGBT) 

and they need to adjust to the majority,... I don’t want this minority (masyarakat 

LGBT)  to go out there and seduce my children” (Staszewski, 2017).Andrzes 

Duda yang merupakan presiden Polandia pada periode ini, turut melakukan 

penentangan terhadap hak masyarakat LGBT terutama dalam hak pengadopsian 

anak untuk pasangan sesama jenis(AFP, 2020).Selain itu, salah satu partai 

politik yang berkuasa di Polandia yaitu Partai Hukum dan Keadilan PiS, 

menggambarkan masyarakat LGBT sebagai ancaman terhadap identitas 

nasional dan nilai agama di Polandia. Dimana PiS sendiri menjadikan 

perlawanan terhadap LGBT menjadi agenda mereka untuk membangun 

kebencian publik Polandia terhadap LGBT beserta hak mereka tanpa 

memikirkan konsekuensinya (Ojewska, 2020).  Menurut laporan pada tahun 
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2017 milik Center for Research on Prejudice Universitas Warsaw, sejak PiS 

berkuasa di tahun 2015, kebencian masyarakat Polandia terhadap masyarakat  

LGBT berserta hak mereka meningkat. Masyarakat Polandia menganggap 

komunitas LGBT sebagai ancaman terbesar bagi Polandia, lebih dari perubahan 

iklim, krisis demografis, Rusia, serta kebangkitan nasionalisme (Kalan, 2019). 

 Polandia juga memiliki wilayah-wilayah yang dinamakan sebagai 

“Poland’s LGBT Free Zone”(Ash, 2020), di wilayah-wilayah ini semua 

kegiatan yang berhubungan dengan LGBT dilarang keras.Seperti, apabila media 

menyorot permasalahan LGBT maka akan terkena tindakan hukum, masyarakat 

LGBT yang ada di wilayah ini akan sangat sulit mendapatkan pekerjaan dan 

dijauhi oleh masyarakat sekitar, serta organisasi yang condong ke kesetaraan 

LGBT tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas secara terbuka serta tidak 

diberi pendanaan oleh pemerintah(COE, 2020).Terdapat juga penolakan 

terhadap hak sipil masyarakat LGBT di kawasan LGBT Free Zone. Seperti, 

penolakan adanya perlakuan manusiawi dimana masyarakat LGBT disana setiap 

hari merasakan adanya ujaran kebencian dari masyarakat sekitar dan dianggap 

sebagai ancaman negara, mereka juga sulit mendapatkan hak atas keamanan 

dan perlindungan diri, tidak mendapatkan pengakuan oleh pemerintah, serta 

sangat sulit untuk berkumpul dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di 

wilayah-wilayah tersebut. Selain itu, kasus lainnya mengenai diskriminasi hak 

LGBT di Polandia yaitu, pada 2019 terjadi penyerangan terhadap beberapa 

masyarakat LGBT pada equality parade pertama di kota Bialystok. 

Penyerangan ini dilakukan oleh masyarakat anti-LGBT yang turut datang untuk 

merusak jalannya parade. Mereka melakukan penyerangan berupa kekerasan 

secara fisik, mengutarakan kebencian melalui kata-kata kasar yang bersifat 
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merendahkan, serta tidak ada perlindungan lansung dari pihak berwajib 

(Czerwiński, 2019). Pada tahun yang sama, uskup agung Marek Jedraszewski 

membuat komentar berupa ujaran kebencian serta penghasutan terhadap aktivis 

serta masyarakat LGBT dan LGBTQ-inclusive sex education programs yang 

merupakan program pendidikan seks yang di rekomendasikan oleh World 

Health Organization (WHO). Ia mengatakan bahwa walaupun komunisme 

sudah hilang dari Polandia, namun ada ideologi baru yang sedang mengancam 

baik pada tubuh, pikiran, serta hati masyarakat Polandia, yaituLGBT. Ia turut 

mengatakan bahwa program pendidikan seks LGBT yang direkomendasikan 

WHO, akan membahayakan anak-anak di Polandia (Ring, 2019). 

 Uni Eropa sebagai organisasi supranasional 27 negara Eropa sendiri, turut 

memperhatikan permasalahan hak-hak LGBT.Dimana 27 negara anggota Uni 

Eropa sendiri sudah melegalkan aktivitas LGBT walaupun beberapa diantaranya 

masih menolak terkait hak yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat LGBT. 

Salah satunya Polandia yang sudah menjadi negara anggota Uni Eropa sejak 

adanya aksesi Uni Eropa tahun 2004(EEAS, 2015). Polandia tanpa terkecuali 

harus mengikuti semua aturan yang diberikan oleh Uni Eropa kepada negara-

negara anggotanya. Untuk menjadi anggota Uni Eropa, suatu negara harus 

memiliki demokrasi yang stabil, hak-hak asasi manusia dan perlindungan kaum 

minoritas(EEAS, 2015).Dalam Treaty of Nice milik Uni Eropa tepatnya pada 

artikel 6 yaitu, “The Union is founded on the principles of liberty, democracy, 

respect for human rights and fundamental freedoms, and the rule of law, 

principles which are common to the Member States”yang mewajibkan semua 

anggota Uni Eropa haruslah melindungi serta menghormati hak-hak semua 

masyarakatnya tak terkecuali masyarakat minoritas.Selain itu, pada pasal 21 
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Charter of Fundamental Rights of The EU, “Any discrimination based on any 

ground such as sex, race, colour,... membership of a national minority, 

property, birth, disability, age or sexual orientation shall be prohibited” yang 

merupakan aturan untuk melarang adanya tindakan diskriminasi terhadap 

semua kategori yang disebutkan, salah satunya orientasi seksual.Menurut Conor 

O’Dwyer dalam penelitiannya, menunjukan bahwa Uni Eropa mempengaruhi 

adanya perkembangan gerakan hak LGBT di kawasan Polandia dimana 

gerakan-gerakan hak LGBT ini dianggap lebih kuat dan lebih 

terorganisir(O'Dwyer, 2012). Sebagai contoh, setelah terjadinya pelarangan 

equality parade di sejumlah kota Polandia, Uni Eropa mendorong para 

organisasi masyarakat sipil Polandia  seperti ILGCN-Poland, Lambda 

Warszawa, and KPH yang mendukung permasalahan LGBT untuk memperluas 

dan mempertebal jaringan aktivis sekaligus mengumpulkan simpati publik 

untuk hak-hak LGBT dengan cara membantu membawa kasus ini ke Pengadilan 

Eropa serta memberikan pendanaan untuk mendukung jalannya rencana yang 

telah dibuat. Pergerakan yang di dorong oleh Uni Eropa ini pada akhirnya 

berhasil, dimana pengadilan membatalkan larangan pada Poznan dan Warsaw 

di the European Court of Human Rights.Uni Eropa juga mendukung organisasi 

masyarakat sipil yang mempromosikan hak-hak LGBT, salah satunya ialah The 

European Region of The International Lesbian Gay Bisexual Trans and 

Intersex Associatian (ILGA-Europe). Dimana setiap tahunnya Uni Eropa 

meminta proposal terkait kegatan-kegiatan yang bertujuan memerangi 

diskriminasi dan mendorong kesetaraan kepada ILGA-Europe, untuk diberikan 

pendanaan kegiatan melalui program Rights, equality and citizenship (European 

Commission, 2020). Adanya Perjanjian Amsterdam pada tahun 1997 tepatnya 
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pada pasal 13, “Without prejudice to the other provisions of this Treaty and 

within the limits of the powers conferred by it upon the Community, the 

Council, acting unanimously on a proposal from the Commission and after 

consulting the European Parliament, may take appropriate action to combat 

discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, 

disability, age or sexual orientation” yang mewajibkan adanya tanggung jawab 

untuk Pengadilan Tinggi Eropa dalam memastikan adanya penghormatan 

terhadap HAM serta Dewan Uni Eropa yang harus mengambil tindakan yang 

tepat dalam memerangi diskriminasi berdasarkan orientasi seksual di kawasaan 

negara-negara anggota Uni Eropa (Tamsyah, 2017), menambah alasan mengapa 

Uni Eropa memiliki peran penting dalam membantu mendorong kesetaraan hak 

LGBT di Polandia dan menghapus diskriminasi hak masyarakat LGBT disana. 

 Keanggotaan Uni Eropa sendiri dapat membantu mendorong kesetaraan hak 

LGBT di negara anggotanya, sebagai contoh negara Irlandia. Irlandia sendiri 

merupakan negara yang pada awalnya didominasi oleh Gereja Katolik dan 

merupakan negara konservatif serta menolak adanya LGBT, sama seperti 

Polandia. Namun di tahun 1970, adanya pergerakan yang diketuai oleh David 

Norris yang berjudul Kampanye Reformasi Hukum Homoseksualitas untuk 

memperjuangkan dekriminalisasi homoseksualitas laki-laki dimana pada saat 

itu laki-laki merupakan objek diskriminasi. Pergerakan yang dilakukan oleh 

David Norris ini dibawa ke Mahkamah Agung Irlandia pada tahun 1980, namun  

ditolak dan kalah oleh pemerintah Irlandia(ECHR, 1988). Pada 1988, David 

Norris membawa kasus tersebut ke ECHR dan hasilnya yaitu pelegalan 

aktivitas LGBT di Irlandia pada tahun 1993 dan berhasil melawan pemerintah 

Irlandia(Bohan, 2013). Hal ini juga terjadi dikarenakan bantuan Uni Eropa yang 
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meliberalisasi serta membentuk masyarakat Irlandia yang pada awanya sangat 

konservatif dan religius menjadi masyarakat yang terbuka terhadap LGBT 

Rights, dengan 73% masyarakatnya mendukung LGBT same sex marriage dan 

53% mendukung adanya konsep adopsi untuk pasangan LGBT. Di tahun 2010, 

dilegalkannya Civil Partnership untuk pasangan LGBT, di 2015 same sex 

marriage di legalkan berdasarkan referendum konstitusional (menggunakan 

vote), serta di tahun 2017 dilegalkannya adopsi anak untuk masyarakat LGBT di 

Irlandia(Halpin, 2018). Keberhasilan Irlandia dalam mendorong kesetaraan hak 

LGBT dengan bantuan Uni Eropa ini tentunya juga menjadi pedoman bagi Uni 

Eropa dalam membantu mendorong kesetaraan hak LGBT di Polandia yang 

sampai saat ini masih terjadi diskriminasi disana. 

 Melihat adanya ujaran kebencian serta tidak adanya respectdari pemerintah 

dan masyarakat Polandia terhadap hak-hak masyarakat LGBT dinegaranya, 

merupakan bentuk pelanggaran terhadap Treaty of Nice artikel 6 milik Uni 

Eropa. Serta banyaknya ujaran kebencian yang dikeluarkan oleh pemerintah, 

masyarakat, serta anggota gereja di Polandia mengenai hak LGBT yang 

dianggap masyarakat minoritas, ancaman serta tidak adanya keamanan dari 

pihak berwajib terhadap mereka, juga menyalahi aturan Uni Eropa tentang 

wajibnya suatu negara melindungi  masyarakat minoritas apabila bergabung 

menjadi anggota Uni Eropa. Tentunya dikarenakan masalah diskriminasi hak-

hak masyarakat LGBT di Polandia, Uni Eropa melakukan berbagai upaya untuk 

membantu menyelesaikan permasalahan ini.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagaiberikut: 

“Bagaimana upaya Uni Eropa dalam mendorong kesetaraan hak LGBT di 

Polandia?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dibuat untuk melihat bagaimana upayaUni Eropa dalam 

mendorong kesetaraan hak LGBT di Polandia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

secara faktual mengenai bagaimana upaya Uni Eropa dalam mendorong 

kesetaraan hak LGBT di Polandia. Penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi 

referensi untuk penelitian selanjutnya dengan pembahasan dalam upaya 

organisasi internasional yaitu Uni Eropa dalam mendorong kesetaraan hak 

LGBT di Polandia. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Secara praktis, penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat 

dan bisa diimplementasikan sebagai salah satu sumber bahan informasi yang 

berkaitan dengan upaya Uni Eropa dalam mendorong kesetaraan hak LGBT di 

Polandia dan dapat berkontribusi untuk dipergunakan pelajar dan pengajar 

dalam pengetahuan mengenai hak asasi manusia untuk masyarakat minoritas. 
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